BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR49 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELUARAN YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN WAJIB YANG DAPAT
DIKELUARKAN SEBELUM DITETAPKANNYA APBD KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

. bahwa untuk melaksanakan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 105A
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur
pengeluaran yang bersifat mengikat dan wajib serta jumlah pengeluaran
setiap bulan yang diperkenankan pada saat terjadi keterlambatan
penetapan APBD;

. bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan pelaksanaan fungsi

pemerintah daerah dalam pelayanan publik maka perlu diatur komponen
belanja yang dapat dikeluarkan ketika terjadi keterlambatan penetapan
APBD;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Yang
Bersifat Mengikat dan Wajib Yang Dapat Dikeluarkan Sebelum
Ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Bengkalis;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 1956 Nomor 25);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,TambahanLembaranNegara Republik
Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
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| e ‘Menetapkan

3 \Republlk IndoneS|a Tahun e '2004: ~Nomor 126,
- Tambahan Lembaran Negara Republlk Indone3|a Nomor 4438); .
6. Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

' ~Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4578); .
R 4 Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun- 2005 tentang Pedoman

* 'Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
; /}(Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Tahun 2005 Nomor 165);

8. Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan v .

- 'Pemerintahan antara- ‘Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
_ “Pemerintahan ‘Daerah Kabupateanota (Lembaran Negara Republlk_
: ~IndoneSIa Tahun 2007 Nomor 82) : : :

r 9 Peraturan ‘Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ‘sebagaimana telah diubah -
- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun-2011

: " tentang’ Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor “
S  ;13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; '

 1'0. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 22 Tahun 2011 tentang

"' 'Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah'
» ;_Tahun Anggaran 2012 Sl , «

i 1?1/. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 07 Tahun 2008 tentangv ’ i
. Penyelenggaaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis -
R _(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2008 Nomor 07); - -

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun 2009 tentang ‘ :
"~ Pokok-Pokok = Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah» L

5 | Kabupaten Bengkalls Tahun 2009 Nomor 03)

MEMUTUSKAN

- PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PENGELUARAN YANG' S
~_,HBERSIFAT MENGIKAT  DAN WAJIB - YANG DAPAT DIKELUARKAN - -
- SEBELUM DITETAPKANNYA APBD TAHUN ANGGARAN 2012 -

KABUPATEN BENGKALIS ~

BBl o
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

,' -Dalam Peraturan Bupatl ini yang dlmaksud dengan |
A B Daerah adalah Kabupaten Bengkalls

2. Pemerintah - Daerah adalah Bupatn Bengkahs dan perangkat daerah

sebaga| unsur penyelenggara pemenntahan daerah

3 Bupatl adalah Bupatl Bengkalls

o BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

»(1)Maksud dlberlakukannya Peraturan Bupatl ini adalah untuk mengatur.* L

pengeluaran yang bersifat mengikat dan waijib serta jumlah pengeluaran'
- yang diperkenankan setiap bulan apablla terjadl keterlambatan penetapan o
APBD tahun anggaran 2012 i : : S e







(2) TUJuan dlberlakukannya e peraturan ini adalah dalam
. rangka menjamln keberlanjutan pelaksanaan fungsi pemenntah daerah L
dalam melaksanakan pelayanan publlk o ‘

‘BABIII
KOMPONEN BELANJA

Pasal 3 ,'

. _Pengeluaran yang berSIfat menglkat dan Wajlb sebagalmana dlmaksud‘
o dalam Pasal 2 ayat (1) dllaksanakan untuk pengeluaran yang mencakup

o a.i?f‘belanja pegawal pada kelompok belanja tldak Iangsung, - ‘

'b.’/f’keglatan yang melaksanakan Iayanan Jasa dan keperluan kantorf
'-lf,sehan han pada program pelayanan admlnlstraSI perkantoran; '

“c. kegiatan’ yang melaksanakan Iayanan kesehatan di rumah sakit dan
- puskesmas serta keglatan yang melaksanakan layanan pendldlkan di
sekolah : o ‘

- d. dan keglatan yang melaksanakan jasa Iayanan pelabuhan roro.

L o BAB IV . S
BATAS MAKSIMAL PENGELUARAN

Pasal 4.

_ (1) Pengeluaran setlap bulan untuk belanja pegawal sebagalmana dimaksud
‘dalam pasal 3 huruf a setlnggl-tlngglnya adalah seperduabelas dari total .~

anggaran belanja pegawa| pada APBD tahun anggaran 2011

(2) Total anggaran belanja pegawa| pada APBD sebagalmana dlmaksudi:”
‘pada ayat (1) mengacu pada total anggaran yang tercantum pada

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011,

(3) Batas maKSImal pengeluaran setlap bulan untuk - belanja pegawa|

sebagalmana dimaksud pada ‘ayat. §)) tercantum dalam Lamplran .
Peraturan Bupat| ini. : , ‘

B - Pasal 5

(1) Pengeluaran setlap bulan untuk keglatan yang melaksanakan Iayanan .
jasa dan keperluan kantor sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 huruf b setinggi-tingginya adalah seperduabelas dan total -
anggaran APBD tahun anggaran 2011. : B

' (2) Kegiatan yang melaksanakan Iayanan Jasa dan keperluan kantor sehan-";
hari sebagalmana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada total anggaran

 program pelayanan administrasi perkantoran yang tercantum pada
Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2011. ‘

(3) Batas maksnmal penge|uaran belanja sebagalmana dlmaksud pada ayat‘ o

(1) tercantum dalam Lamplran II Peraturan Bupatl ini.

Pasal 6

~(1) Pengeluaran setlap bulan untuk keglatan yang melaksanakan layanan

- jasa pelabuhan roro sebagaimana dimaksud dalam pasal '3 huruf d
setinggi-tingginya. adalah seperduabelas dari total anggaran APBD tahun -
anggaran 201 1 - , , _ : ,




ST T e e e T ANPIRAN T vmx>4c_~>z BUPATI BENGKALIS
| | S L T N NOMOR : {9 TAxuM 201
TANGGAL : 26 pes s:fa, 20l

i

.,N

m>._.>m _s>—Am=<_>_. _umzmm_uc>_~>z SETIAP BULAN wm_u>z.._> PEGAWAI _u>_u> _Am_lo_s_uO—A wm_->z.._> ._.=u>—A LANGSUNG mmmm_-c_s _u_._.m._.>_u—A>zz<> >vwc ._.>_._cz

>zmm>x>z 2012
“ >=mmm_ﬁ: Belanja Pegawai Pada Batas Maksimal Belanja Pegawai Pada
No . wxvc _Am_oavow Belanja Tidak rm:mm::m - Kelompok Belanja Tidak Langsung
; SR .- P-APBD 2011 i Setiap Bulan TA 2012
T Amm_dmmm;a: PAPBD No‘_: (1112 dari TA 2011)
1 . |Dinas Pendidikan mom 125,403,309.69 42,177,116,942.47
.2 "|Dinas-Kesehatan . 43,566,664,074.88 3,630,555,339.57
3. |Rumah Sakit Umum' Daerah _Amccumﬁm: mmzoxm__w 28,863,759,251.41 2,405,313,270.95
4 |Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan _smzamc 18,129,622,776.74 1,510,801,898.06
-5 |Dinas Bina Marga dan Pengairan 9,544,411,159.49 795,367,596.62
6 |Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang . 7,192,291,935.15 i _moo,wmﬂmmewm
.7 |Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8,998,074,907.10 749,839,575.59
'8 . |Dinas Perhubungan; Komunikasi dan Informatika 9,5677,379,095.00 798,114,924.58
_ 9  |Badan Lingkungan Hidup 5,039,404,260.78 419,950,355.07
10 |Dinas :Pasar; Kebersihan dan _um:mamzm: 7,060,053,789.50 588,337,815.79
“11-|Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : : 6,692,067,748.22 - 557,672,312.35
12 |{Badan _umBamamV\mm: _umasucms dan _Am_:mam mmﬂmzom:m 4,104,775,468.25 -+ 342,064,622.35
13 |Dinas Sosial : 6,402,181:910.36. ~.533,515,159.20
14 |Dinas Tenaga Kerja dan ._._,mzms_m_,mm_ 6,112,819,759.68 509,401,646.64
15 '|Dinas Koperasi; Usaha Mikro; Kecil dan _smzm:mm: - 4,848,576,065.42 .~ 404,048,005.45
116 |Dinas Kebudayaan; Pariwisata; Pemuda dan Olah mm@m , 6,822,735,294.46 -568,661,274.54
17 |Badan Kesatuan Bangsa;Politik dan _um:_saczcm: _smm<m6xmﬂ 4,552,980,567.51 379,415,047.29
18 - {Satuan Polisi Pamong Praja - 5,968,343,545.29 - 497,361,962.11
19 |Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( U_umo v 11,824,396,880.00 .985,366,406.67
20 |Kepala Daerah & Wakil Kepala Ummﬂm: Coaren o 586,177/796.18 -+ 48,764,816.35
21.-{Sekretariat Daerah w0 50,671,170,151.36 4,214,264,179.28
22 |[PPKD — s
23 |Sekretariat DPRD '5,710,290,432.10 475,857,536.01
24 |Badan Penelitian; _umzmm:_um:mmz am: mﬁmﬁ_wﬁ_x 3,756,005,984.57 -.-313,000,498.71
25 |Inspektorat 9,642,072,821.81 -803,506,068.48
26 '|Dinas Pendapatan Ummﬂm: 22,388,059,955.99 1,865,671,663.00
. 27 |Kecamatan Bengkalis °5,725,923,935.86 .. 477,160,327.99
28 |Kecamatan Mandau 10,130,845,518.54 * 844,237,126.55
29-|Kecamatan Bukit Batu 4,134,591,649.37 344,549,304.11
30 ‘|Kecamatan Rupat 3,933,858,116.01 ; 327,821,509.67




(2) Kegiafaﬁ \Yé}ng'rﬁélraks'énékan’Iayahén jasé'pél‘abUhan roro sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada total anggaran kegiatan yang
melaksanakan jasa layanan pelabuhan roro pada Peraturan Daerah__‘ffij

Tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2011 e
SR e : Pasal 7 R .
Pengeluaran sebagalmana dlmaksud dalam Pasal_5 ayat (1) dan Pasal 6

- ayat (1) tldak dlperkenankan untuk belanja modal

: ‘;'Hal hal yang belum dlatur dalam Peraturan Bupatn ini dllaksanakan sesual

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8 v |

- dengan ketentuan dan peraturan perundang —undangan

: Pasal 9 |

Peraturan Bupatl |n| mula| berlaku pada tanggal 1 Januarl 201 2

zifkrr'Agar setlap ' orang mengetahumya memerlntahkan pengundangan .
- Peraturan  Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah B

Dlundangkan
Pada tanggal

Kabupaten Bengkalls

: >,‘13:itét'ap‘lj<an di Be‘ngbkalis i
“pada tan’gg_ali& DeSembeo 200

: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Drs. H. ‘ASMAI%AN HASAN =
' PEMBINA UTAMA MADYA -
NIP. 19550720 198003 1 008

| 'f,i:‘BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS .

TAHUN 2011

NOMOR




Anggaran Belanja Pegawai Pada
Kelompok Belanja Tidak Langsung

Batas Maksimal Belanja Pegawai Pada
Kelompok Belanja Tidak Langsung

No DAL P-APBD 2011 Setiap Bulan TA 2012
(Berdasarkan PAPBD 2011) (1/12 dari TA 2011)
31 |Kecamatan Bantan 3,152,305,926.68 262,692,160.56
32 |Kecamatan Pinggir 3,292,806,342.47 274,400,528.54
33 |Kecamatan Siak Kecil 2,265,256,845.12 188,771,403.76
34 |Kecamatan Rupat Utara 2,326,125,599.73 193,843,799.98
35 [Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 3,065,680,027.30 255,473,335.61
36 |Badan Kepegawaian Daerah 4,671,258,338.00 389,271,528.17
37 |Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 3,736,987,941.05 311,415,661.75
38 |Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian 7,616,456,510.40 634,704,709.20
39 |Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 6,211,430,404.09 517,619,200.34
40 |Badan Perpustakaan Umum; Arsip dan Dokumentasi 5,770,201,051.97 480,850,087.66
41 |Dinas Pertanian dan Peternakan 8,805,276,505.38 733,773,042.12
42 |Dinas Perkebunan dan Kehutanan 9,265,596,214.16 772,133,017.85
43 |Dinas Pertambangan dan Energi 4,297,832,465.63 358,152,705.47
44 |Dinas Kelautan dan Perikanan 6,650,986,961.10 554,248,913.43
45 |Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6,730,872,207.04 560,906,017.25
JUMLAH 895,863,011,500.84 74,655,250,958.40
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,,_v.miqcx>z,mc_u>+. BENGKALIS
'NOMOR  : 49 TAHUN 20Ul
4>zom>_. 2.8 Desember Lol

| BATAS MAKSIMAL PENGELUARAN SETIAP BULAN PADA PROGRAN PELAYANAN ADMINISTRAS| PERKANTORAN SEBELUM DITETAPKANNYA APBD TAHUN ANGGARAN 2012

T

o R >=umm3: wa_mam _u_.om_.m_: _um_m<m=m= Batas Maksimal Pengeluaran Pada Program
No _m_A,v_u >n_,=_:_m=.mw_ _umq_asﬁo_ﬁ: m : _uo_m<m=m= >n3_=_m=.nm_ vqum:SE: e
ST o P-APBD 2011 . . moﬂ_mv Bulan TA No._n
, Awmammm:ﬁ: PAPBD 2011) . 3:» dari TA 2011)
1 |Dinas Pendidikan 4,458,858, oum 00 371, m.\._ 506.25
2 /|Dinas Kesehatan : co 2,121,781,108.00 '176,815,092.33
3 {Rumah Sakit Umum Daerah xmuc_umﬁmz wmzoxm__m 12,173,504,722.00 1,014,458,726.83
| -4 |Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan _<_m=amc 4,448,955,350.00 10 370,746,279.17
5 |Dinas Bina Marga dan Pengairan 2,458,647,092.00 .00 204,887,257.67
6 :-|Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 2,790,293,650.00 - 232,624,470.83
.7~ |Badan Perencanaan Pembangunan Dmmqmz 2,814,121;100.00 - .:234,510,091.67
8 -{Dinas Perhubungan; _Aoac:_xmm_ dan __,__"o::mﬁ_xm 6,018,545,425.00 ceesnoocn o 501,646,452.08
|8 |Badan- Lingkungan Hidup ; B 1,160,027200.00 s 96,668,933.33
10 |Dinas Pasar; Kebersihan am: _umnmsmsmz SRR 30,637,657,800.00 ‘ .- 2,553,138,150.00
11 |Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - * Sl 2,964,218!800.00 e 247,018,233.33
12 |Badan Pemberdayaan _umqmavcmz dan _Am_:mam mmqmsomzm -1,449,117,000.00 - 120,759,750.00
13 |Dinas Sosial ~+1,676,705,020.00 139,725,418.33
14 |Dinas Tenaga Kerja dan ._.qmsma_mqmm_ 1,784,701({850.00 148,725,162.50
15 |Dinas Koperasi; Usaha Mikro; Kecil dan Menengah --1,325,5331175.00 <+ .110,461,097.92
16 |Dinas Kebudayaan; Pariwisata; Pemuda dan Olah Raga 1,742,095,050.00 .145,174,587.50
17 |Badan Kesatuan Bangsa;Politik dan _umﬂ_zac:mmz _<_mm<mqumn 1,278,964,950.00 -106,580,412.50
18: {Satuan Polisi Pamong Praja - “ , g 4,089, wmmnmoo 00 340,783,233.33
19 |Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( _u_um_uv _ i -
20 :|{Kepala Daerah & Wakil _Amum_m Daerah A - ‘ -
21 |Sekretariat Daerah wm :4 Amh:wmo oo ~2,675,955,393.33
22 '|PPKD g - . .
23 |Sekretariat DPRD Aw 775, mo» 450.00 1,147,942,037.50
.24 |Badan Penelitian; _umsmmaamzmm: dan Statistik -1,785,314{395.00 148,776,199.58
25 |Inspektorat - --1,369,652,610.00 -.:114,137,717.50
26 |Dinas Pendapatan Daerah - 4,027,966,500.00 - -335,663,875.00
27 |Kecamatan Bengkalis ~.o -+ 952,795,850.00 '79,399,654.17
28 |Kecamatan Mandau - -~ 1,228,937,500.00 102,411,458.33




Anggaran Belanja Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Batas Maksimal Pengeluaran Pada Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran

No SKPD
P-APBD 2011 Setiap Bulan TA 2012
(Berdasarkan PAPBD 2011) (1/12 dari TA 2011)
29 |Kecamatan Bukit Batu 694,645,525.00 57,887,127.08
30 |Kecamatan Rupat 670,939,140.00 55,911,595.00
31 |Kecamatan Bantan 648,946,200.00 54,078,850.00
32 |Kecamatan Pinggir 696,201,380.00 58,016,781.67
33 |Kecamatan Siak Kecil 670,684,196.00 55,890,349.67
34 |Kecamatan Rupat Utara 711,831,785.00 59,319,315.42
35 |Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 2,349,746,250.00 195,812,187.50
36 |Badan Kepegawaian Daerah 1,248,979,975.00 104,081,664.58
37 |Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 1,812,014,075.00 151,001,172.92
38 |Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian 1,823,316,650.00 151,943,054.17
39 |Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1,673,371,546.00 139,447,628.83
40 [Badan Perpustakaan Umum; Arsip dan Dokumentasi 2,178,643,418.00 181,553,618.17
41 |Dinas Pertanian dan Peternakan 1,797,586,700.00 149,798,891.67
42 |Dinas Perkebunan dan Kehutanan 2,934,066,710.00 244 ,505,559.17
43 |Dinas Pertambangan dan Energi 2,167,515,100.00 180,626,258.33
44 | Dinas Kelautan dan Perikanan 2,622,334,300.00 218,527,858.33
45 |Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2,776,771,325.00 231,397,610.42
168,122,156,567.00

14,010,179,713.92
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